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KABUPATEN SINJAlI TAHUN 2022
BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerail, seria Tata Cara Perubairan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Taliun 1595 teniang Penyclenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

-2-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
MNegara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk
Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
i57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Derita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

sé~ N 141
Pembangunan Dan Kcuangan Dacrah {Borita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
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2021 (Berita Daerah Negara Repubtik Indomesia Tahun 2020
Nomor 615);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Setatan Tabun 2016
Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tabhrun 2065 Nomor §j;



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

-4-

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Sinjai Nomor 162);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16,

‘Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tatratr 2618-2023 {Lembararnr Dacralr Kabupaterr Sitged Talran:
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
xc'?rba’lg%ii't&u Jangka wxe"h.ugatl dacrah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2,
Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan
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2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
Nomor 18);

32.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).



33.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemcrintah Daerah Kabupatcn Sinjai Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA KERJA PERANCGEKAT DAERAH KABUDATEN SINJAI
TAHUN 2022.
KESATU : Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022, selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah, merunalkan dokumen perencanaan Pnrnnglrnf

Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja
dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:

a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
dan
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
KEEMPAT : (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai sebagai berikut:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran;

Dinas Sosial;
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j.  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, FPengendaitan Penduduk dan Keiuarga
Berencana;,

k. Dinas Ketahanan Pangan;

l.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i, Dinas Pemberdayaarn Masyarakat dan Desa,

o. Dinas Perhubungan;

p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

s. Dinas Pemuda dan QOlahraga;
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Penapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dava Manngeia dan Aparatur;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Kecamatan Sinjai Utara;

Kecamatan Sinjai Selatan;

. Kecamatan Sinjai Rarat;

Kecamatan Sinjai Timur;
Kecamatan Sinjai Tengah;

. Kecamatan Sinjai Borong;

Kecamatan Bulupoddo;

. Kecamatan Tellulimpoe;
. Kecamatan Pulau Sembilan;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
KELIMA : Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum
dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai Oktober 202¢
ggal | okbober 20U

SINJAK;

I'SHTO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOCR 099TAHUN 2021

TENTANG RENCANA  KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

SINJAI TAHUN 2022
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIN. I/
AHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang
selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan
sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan
dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT
DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja
PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan
tahun 2022, sesuai dengan RKPD> dimaksud.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022 adalah:
i. Undeng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuican
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822;
Undaing-Undaiig Noinor 28 Tarann 1555 tentang Penyelenggaia
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

B

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

SO

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenconacn Pembangunan Masicnal {Lembaran Megara Republikk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kenanean antara Pemerintah Pueat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
O007) sebagaunana tetan diubatr beberapa kah, terakhm dengean
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dama
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Reuangarr dain Ritretja instanrsi Peinermitah (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah (lLemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041});
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indencsia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam NMegeri Memor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana FPembangunan Jangka Pamnjang Daeran,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

. Peraturan Deacianr Noinor O Tatuit 2010 teintaig Powok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokek
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 78);

Peraturan Doerak Momeor 3 Tahun 20132 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 2013  tentang
Pengarnsutamaan Gender Vnhnpatpn .Qinjai {Iembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
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25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tehun
2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tchun 20123 tentang Rencana Pembangunan Jongke Panjang
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

26, Peratniran Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sictem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 65);

27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 167);

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2022
dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH
berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 dalam rangka
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPFMD Tairun 2018-20623.
Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah
(PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
Mergadi adat urtuk et keterkeutany perercatraarn,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

)
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BAB II
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

J
J

:

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 S/D

TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awai RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dam Sasaran Renja PD Tairum 2022
3.3 Program dan Kegiatan

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DITORTY TINY T

ANV L UT
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB III

RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
dengan rincian sebagai berikut :

SOONG O, ON -

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Dinas Sosial;

0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan,;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

i5. Dinas Pernubungan;
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16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Oahraga;

20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,;

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

22. Dinas Perikanan;

23. Dinas Tanaman Pongan, Holtikultura dan Perkebunan;

24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

28 Radan Ppnnpgfnn Daerah

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Aparatur;

30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,;

31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Siniai Utara;

33. Kecamatan Sinjai Selatan;

34. Kecamatan Sinjai Barat;

35. Kecamatan Sinjai Timur;

36. Kecamatan Sinjai Tengah,;

37. Kecamatan Sinjai Borong:

38. Kecamatan Bulupoddo;

39. Kecamatan Tellulimpoe;

40. Kecamatan Pulau Sembilan;

41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH)
Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai
Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17
Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat
semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud
cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri,
Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
yang Unggul dan Berdaya Saing”.

SKETO GADHISTA ASAPA
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2. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini

3. Penyesuaian belanja perangkat daerah dalat

KATA
PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

-_—
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perang h Tahun..» _' - .m
Anggaran 2022 adalah sebagai bentuk pelaksanaan a Peraturan . » g

f +

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentaw'i"
—— “

Tahun 2022 disusun dengan dasar pertimb

1. Adanya perkembangan keadaan yang tid
ekonomi daerah dan pendanaan yang
anggaran yang mengakibatkan terje
pengurangan target kinerja atau pagu
penghapusan kegiatan, sebagai

pencapaian viai dan misi daerah.

tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan,

penambahan kegiatan baru yang mengalami p

dana penanganan covid 19 yang juga me
pergeseran atau perubahan anggaran yang be

kegiatan.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja (R
Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 ini
berdasarkan Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupat

Sinjai, semoga dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini dapat

Kata Pengantar Renja 2022 Disparbud Sinjai




g

direalisasikan dalam upaya pelaksanaan urusan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sinjai secara maksimal.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita

bersama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan masyarakat pada tahun 2022. Semoga

Esa memberkati kita semua, Amin.

Kata Pengantar

ang Maha

Sinjai, 1 Oktobe

Kepala
Kebuayaar

W1sATADR ’
Pangka
NIP.

“,

Renja 2022 Disparbud Sinjai
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor S Tahun

aran ]?aerah Kabupaten Sinjai Nomor 93)
(Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016
V" ' 2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

d/dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Rencané *, ( Dértibahan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
(N

yang selanjutr 1sin - engan Renja Perubahan SKPD adalah

. 0 1 fl Sy g
- dokumen perencanaan 3 - yang merupakan perubahan atas
| . - k ¢ ‘

A SKPD pads faht lan, yang memuat program, kegiatan,
s SRR BN
~ kelom; ang disertai indikator kinerja dan

¥

lan fungsi setiap perangkat daerah.

as Pariwisata dan Kebudayaan
ilakukan berdasarkan hasil evaluasi
nlan, mengidentifikasi kendala dan
aran  dari  stakeholders sehingga
n yang dilakukan diharapkan dapat

g ditentukan dalam renstra OPD.

sunan renja Dinas Pariwisata dan
Tahun 2022, didasarkan pada

1 yang berlaku, antara lain adalah

Bab T Pendahunlnan

n D N A 'nufl CIA LAl
2 Z wijoi
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1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkaf II Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

esia Nomor 4421);

33 'fahun 2004 tentang Perimbangan

intah Pusat dan Pemerintah Daerah
1ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
ra Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2007 tentang Rencana
anjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

[ g e ahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Negara Re
~ Lembaran]
T -y
= _

esia
ﬁ‘ [ndonesia Nomor 4700);
3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

bublik Indonesia Tahun 2014 Nomor

cara Nomor 5587) sebagaimana telah
r dengan Undang-Undang Nomor 9
ahan Kedua atas Undang-Undang
g Pemerintahan Daerah (Lembaran
ahun 2015 Nomor 58, Tambahan
donesia Nomor 5679);

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
i 515;“‘{‘1"6;'; < . Negara Republik Indonesia Tahun

[Lembaran Negara Republik Indonesia

pr 3 Tahun 2007 tentang Laporan
han Daerah Kepada Pemerintah,
gungjawaban Kepala Daerah Kepada
at Daerah, Informasi Laporan

han Daerah kepada Masyarakat




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

ja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

n 2066 Nomor 25, Tambahan Lembaran

ia Nomor 4614);

Nomor’ 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

d ‘ ,F») ‘ "M‘ A ;,' publik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor

11. Peraturan 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

-~ dan  Pengawa ‘ t 3 lenggaraan  Pemerintahan  Daerah
' : k Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Republik Indonesia Nomor 6041);
54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Barang dan Jasa Pemerintah
erakhir dengan Peraturan Presiden
Perubahan Keempat atas Peraturan
"“ )10 tentang Pengadaan Barang/Jasa
1”&"-' . : a Republik Indoensia Tahun 2015
"" (e ol

s AL LE] = ,

an Negara Republik Indonesia Nomor

‘ AN uﬁ s
i
SORRIRITP \‘51 ) eri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
i

erah sebagaimana telah diubah
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
than Kedua Atas Peraturan Menteri

n 2006;

Bab T Pendahunlnan

3 fpeija 20




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

a Menengah Daerah, serta Tata Cara

embaﬂlgunan Jangka Panjang Daerah,

: \ Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
""n \ ,

LRt
¥ X ,f‘ (Y I‘H

"“ W‘QWOM :". am .,,Q ‘NG . “11 ITahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelola

2y Daefah (Lembaran Daerah Kabupaten

E > . Sinjai Ta 5, Tambahan Lembaran Daerah
-F ..;,"

i . aen Kabupaten ), | sebagaimana telah diubah dengan

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
ah (Lembaran Daerah Kabupaten

7, Tambahan Lembaran Daerah

ahun 2013 tentang Pelayanan Publik
en Sinjai Tahun 2013 Nomor 3,
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

[ahun 2016 Tentang Pembentukan

ALY " -
A J“?»n 5'\ < erah (Lembaran Daerah Kabupaten

V4!

5, Tambahan Lembaran Daerah

or 73 Tahun 2016 Tentang Susunan
s Pokok dan Fungsi Organisasi serta
dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

jai Tahun 2016 Nomor 73).

Bab T Pendahunlnan
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20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021

baran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

1
!
"Kerjal Organisasi Perangkat Daerah Dinas

ahun 2022 dimaksudkan untuk

mencapai sing )nisasi pelaksanaan pembangunan

L antar desa, ayah antar sektor pembangunan desa,

R “”ur_-g a -‘da. daerah .. en serta terciptanya efektivitas dan
si a ‘J"‘ ‘ lalam pembangunan daerah, serta
pung seluruh aspirasi program dan
budayaan pada tahun berkenaan.
na Kerja  Dinas Pariwisata dan
hun 2022 adalah :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
raan Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
konsistensi antara perencanaan,
erta evaluasi hasil pembangunan.

luan bagi pembangunan di Bidang

sehingga dapat dilaksanakan secara

sumber daya secara efisien, efektif,

Bab I Pendahulnan
Re ja 2022 Disparbud Sinjai

v




1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL
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hun Sebelumnya
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kab. Sinjai Tahun Lalu.

egiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Pariwisata dag Kebudayaan Kabupaten Sinjai
ditujukan untuk meggidentifikasi kemampuan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupdten Sinjai dalam melaksanakan
program dan kegiatannya, mengidéntifikasi realisasi capaian target
kinerja program dan kegiatan JRenstra Dinas Pariwisata dan

chudayaan Kabupaten Sinjai sefta hambatan dan permasalahan

-Dalam pelaksanaan evalgasi ini yang dievaluasi adalah
Renja Perangkat Dagrah tahun lalu (2021) .
1 2 ah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

perubahan anggaran  adalah

palapn Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus
n penjabaran belanja Operasi sebelum
625.383,- (Tiga Milyar Enam Ratus
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus
Tlg plah) lan Belanja sebesar Rp.25.158.960 (Dua
'dr a Se azﬂ& L ta Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus

setelah perubahan sebesar dengan
sebesar Rp3.199.091.752,- (Tiga Milyar
“"' bilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh
bu Rupiah), dan Belanja Modal sebesar

Juta Empat Raus Sembilan Puluh Tujuh




Pencapaian keuangan sebesar 98.38% atau sebesar

Rp3,164,356,966.00,- (Tiga MIlyar Seratus Enam Puluh Empat Ribu

Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dari pagu sebesar
Rp3.216.588.752,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Lima

s Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua

Rupiah) dari 7 program dan 15 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang

dilaksanakan.




INSTANSI
SUMBER DANA
KEADAAN S/D BULAN

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Tahun 2021

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.SINJAI

APBD KAB .SINJAI 2021
DESEMBER 2021

Prosentase Prosentase Ket
No Uraian ZoFlius?ll Biaya Bobot K'Re’i?:\sa;é Sisa Kemajuan Tertimbang
A \ g Keu (%) | Fisik (%) | Keu (%) | Fisik (%)
2 \3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN .72 23,309,300 0.72 23,255,000 54,300 99.77 100.00 0.72 0.72
Felestarigan TS yengiMasyanakat 72 23,309,300| 0.72 23,255,000 54,300 | 99.77| 100.00 0.72 0.72
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
A pkerPeya Manusia, Lembaga, dan 0.72 23,309,300| 0.72 23,255,000 54,300 99.77| 100.00 0.72 0.72
Pranata Tradisional
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya
dalam Daerah Kabupaten/Kota i B B B B B B B B
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek B _ B B B B B B B
Pemajuan Lembaga Adat
> PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL ) ) ) ) ) ) ) ) )
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya ) } ) ) ) ) ) ) .
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian ) ) ) ) ) ) ) ) )
leagji_sional
3 F’RQGRAM PTENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0.43 13,710,900 0.43 12,978,500 732,400 94.66 100.00 0.40 0.43
= PethéIo!a“'an ‘Museum 'KaBu paten/Kota 0.43 13,710,900 | 0.43 12,978,500 732,400 94.66 100.00 0.40 0.43
(s L Enochibamael iiifE Pemaniataan Kele 0.43 13,710,900| 0.43 12,978,500 732,400 | 94.66| 100.00 0.40 0.43
\M/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA
%BUPATEN/I{OT‘A 87.68 2,820,214,892 | 87.68 2,774,205,906 46,008,986 98.37 100.00 86.25 87.68
a < | Si i
BotEsagauage’d danRaluasisingga | ;o3 103,753,810 | 3.23 102,769,310 984,500 | 99.05| 100.00 3.19 3.23
h 1.50 48,380,730| 1.50 47,858,230 522,500 98.92 100.00 1.49 1.50
1.72 55,373,080 1.72 54,911,080 462,000 99.17 100.00 1.71 1.72
Doiia INDD Dicem awvland Ciiar ai
™SV LU L4 VlDfUH vvwi 2o




l:~\‘%-~ p

el

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 72.55 2,333,477,436 | 72.55 2,295,958,803 37,518,633 98.39| 100.00 71.38 72.55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 69.37 2,231,481,936| 69.37 2,194,701,623 36,780,313 98.35 100.00 68.23 69.37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 3.02 96,988,400 3.02 96,304,380 684,020 [ 99.29| 100.00| 299 3.02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 0.16 5,007,100 0.16 4,952,800 54,300 98.92| 10000| 015| 0.16
Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - - - -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan \
Administrasi Umum Perangkat Daerah '5.78 185,999,700 | 5.78 185,944,054 55,646 | 99.97| 100.00| 578| 578
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .06 1,779,800 0.06 1,778,700 1,100 99.94| 100.00 0.06 0.06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ’0.54 17,497,000( 0.54 17,497,000 - 100.00 | 100.00 0.54 0.54
P iaan Bahan B P P -
IR e ianEeeedanidanBeraturan Perundang , 0.15 4,800,000 0.15 4,800,000 -| 10000| 100.00| 015| 0.5
undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJ 5.03 161,922,900| 5.03 161,868,354 54,546 99.97 ( 100.00 5.03 5.03
- - Sr—
Egg’r’:ﬁ'aa" s Renuang.Uysan temerintahang , o, 145,344,755 | 4.52 138,604,646 6,740,100 | 95.36| 100.00| 4.31| 452
Ez?si’ked'aan liggasamunikasisumber Dayg Alr dan 1.34 43,131,495 1.34 39,642,246 3,489,249| 91.91| 100.00| 1.23| 1.34
Pényg-}diaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.22 7,230,000( 0.22 7,230,000 - 100.00 | 100.00 0.22 0.22
~ |Penyediaan Jésa Pelayénaﬁ Umum Kantor 2.95 94,983,260 2.95 91,732,400 3,250,860 96.58 | 100.00 2.85 2.95
g enlerang MERRERTa) Reautjang 1.61 51,639,191 | 1.61 50,929,003 710,098 | 98.62| 10000| 1.58| 1.61
an Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa
Perizinan 1.26 40,493,600| 1.26 39,783,502 710,098 98.25 100.00 1.24 1.26
Dinas Operasional atau Lapangan
-~y -\{;-
jSEuE Kantor damBanigigian |, 11,145,501 0.35 11,145,591 -| 10000| 100.00| 035| 035
s TN
R
Aia Do A Doiia INDD Dicem awvland Ciiar ai
(Z1 I S (7] SUYYUI LU L £ VISPUl vvwi oo




PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI

PARIWISATA 8.01 257,505,300 | 8.01 256,405,600 1,099,700 |  99.57| 100.00 7.97 8.01
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0.84 27,005,100 | 0.84 26,719,500 285,600 | 98.94| 100.00 0.83 0.84
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0.84 27,005,100| 0.84 26,719,500 285,600 | 98.94| 100.00| 083| 084
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 583 187,567,000 | 5.83 187,029,100 537,900 | 99.71| 100.00 5.81 5.83
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.99 96,306,800 2.9 95,859,400 447,400 | 99.54| 100.00| 298| 2.9
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.84 91,260,200 2.84 91,169,700 90,500 99.90| 100.00| 2.83| 2.84
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota 1.33 42,933,200 | 1.33 42,657,000 276,200 | 99.36| 100.00 1.33 1.33
gl laaniEeyenan Pendaltaran Usala Pariwisata 0.42 13,512,900 0.42 13,256,700 256,200 | 98.10| 100.00 0.41 0.42
Kabupaten/Kota ' B ' LA ' ' ' ’ '
Pengelolaan Investasi Pariwisata 0.91 29,420,300| 0.91 29,400,300 20,000| 99.93| 100.00 0.91 0.91
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.80 89,931,760 | 2.80 85,811,560 4,120,200 |  95.42| 100.00 2.67 2.80
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisat 2.80 89,931,760 | 2.80 85,811,560 4,120,200 95.42| 100.00 2.67 2.80
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam d 0.79 25,457,800| 0.79 24,629,800 828,000 96.75| 100.00 0.77 0.79
Luar Negeri ; '
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dal
' Uilrye_gefi Pariwisata Kabupaten/Kota i i i i i i i i i
'[afan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisgta
ten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2.00 64,473,960 2.00 61,181,760 3,292,200 94.89| 100.00 1.90 2.00
o 1)
am dan,Luar Negeri ) ) ) ) ) ) ) )
AR N
mia Dot n Dot a AN Dicrarlaid Cinia
(41414} N_/vum VUL LU L £ vioPaul vvw oivijuii




PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

7 | PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIE 0.37 11,916,600 | 0.37 11,880,400 36,200 99.70 | 100.00 0.37 0.37
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 0.37 11,916,600 | 0.37 11,880,400 36,200 99.70| 100.00 0.37 0.37
Dasar

e g . = -
I =" 0B S DM PariyiiSsta Ga 0.37 11,916,600 | 0.37 11,880,400 36,200| 99.70| 10000| 037| 037
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
JUMLAH 100.00 3,216,588,752 |100.00| 3,164,536,966 52,051,786 98.38 | 100.00 | 98.38 | 100.00

Sinjai, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Pariwisata dan

NIP. 19740509 199302 1 001




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sinjai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016
o Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjail Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Npbmor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebuddyaan Kabupaten Sinjai dikepalai
Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab
kepada Bupati dalam melaksanakah tanggung jawabnya. Kepala Dinas
dibantu oleh Pegawai / Sumber Dg@ya Manusia (SDM) yang merupakan

Dinas Pariwisata dan

-‘berjumlah 21 Qrang. yang terdiri dari Golongan IV 5

puan, Sarjana S1 sebanyak 15 orang
laki dan 8 orang perempuan. Yang
1 orang laki-laki, dengan total
tu 21 orang Dinas Pariwisata dan
empunyai

1 berikut :

venangan urusan Pemerintahan Daerah
dan tugas pembantuan di bidang

lustri pariwisata dan pemasaran pariwisata



e Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan
destinasi,industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta
kebudayaan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pengembangan destinasiindustri pariwisata dan pemasaran

pariwisata serta kebudayaan,;
3. Pembinaan dan pelaksanaan Jtugas di bidang pengembangan
destinasi, industri pariwisata | dan pemasaran pariwisata serta
kebudayaan

4. Pengelolaan administrasi mum  meliputi ketatalaksanaan,

ralatan.

keuangan, kepegawaian dan pe
aan aporan urusan pemerintahan di bidang
idustri pariwisata dan pemasaran
liberikan oleh atasan berkaitan dengan
mendukung kinerja organisasi.

fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh
leh seorang Sekretaris yang membawahi
Keuangan

epegawaian

asi dan Industri Pariwisata terdiri dari

frastruktur dan Ekosistem Wisata

mber Daya dan Ekonomi kreatif

(J
9
Q
Q
N
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c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Seksi Promosi Pariwisata.
2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
d. Bidang Kebudayaan ‘
1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi

2. Seksi Cagar Budaya dan Mugeum

3. Seksi Pengembangan Lembakga dan Tenaga Kebudayaa
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan|Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisjy atau hal yang harus diperhatikan

dalam perencanaan pembangunanf karena dampaknya yang signifikan

ah /masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
u strategis adalah keada@n yang apabila tidak diantisipasi akan

;mguan enigigp yang Iebih besar atau bisa juga tidak
aatkan, sehingga | menghilangkan  peluang untuk

aﬁma arakat dalam jangka panjang.

tidak diantisipasi, akan menimbulkan

I 'Desar ataullcbaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

~

an peluang untuk meningkatkan layanan kepada

\
D
O
»

/]

N TR

iwisata yang masih sangat terbatas
n kondisi geografis yang cukup unik dengan
tinggi pada pegunungan, dataran rendah

ah gugusan pulau menjadikan Kabupaten



Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup
tertinggal dalam pembanguna infrastruktur jika dibandingkan dengan
wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan
ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.
2. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah
Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor

pemerintah maupun industri maih spngat terbatas. Hal ini disebabkan

oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan
masih belum berjalan optimal.
3. Investasi Pariwisata yang Masih Tefbatas
Investasi pariwisata yang add di Kabupaten Sinjai saat ini hampir

sepenuhnya merupakan investasiy dari pengusaha lokal yang dalam

ah mereka menjadi usaha hotel atau
nya

xd;c pe;l;fasaran panmsat onvensional

ngerhl;.';}é.';r‘l\ f)asar danypola pemasaran pariwisata kabupaten
1jai _"dllaksana,kan mas1h cenfierung konvensional melalui berbagai

e
& o

SR .
i’mﬁwg dia teinpat dan Maktu yang kurang sesuai.

otensi alam, sejarah, budaya, minat
di kabupaten Sinjai, maka pemerintah

isata sebagai salah satu sektor andalan

ang masih rendah
pariwisata dikenal sebagai pembangunan
n banyak pihak, baik pemerintah pusat

elatan, Serta lintas sektor yang tidak hanya



melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan

masyarakat dan wisatawan secara umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan

o terhadap prioritas pembangunan, - prioritas program dan kegiatan,

indikator kinerja program/kegiatan) tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikafif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2022 adalah
“Pemerataan Pelayanan dan Akselergdsi Daya Saing Daerah”.Maksud dari
tema tersebut adalah memberikhin gambaran bahwa Pemerintah

(abupaten Sinjai menginginkan affah pembangunan setahun kedepan

skan pada peningkatan esejahteraan masyarakat melalui
konomi dan pengemb@ngan infrastruktur. Adapun sasaran

ar erahT un 2022 di Kabupaten Sinjai adalah

irigasi dan sumber daya air
dan pemikiman
ndahan kota

utu produksi sektor usaha perdagangan

litas pendidikan

€l
SCL

aitan dan sistem layanan kesehatan
an nasional yang telah tersusun ini

nenyusun rencana dan kegiatan.

(D
9
Q
Q
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BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Dinas_Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
erencanaan pembangunan
provinsi serta sistem
Oleh karena itu,
Kabupaten Sinjai
ata dan Kebudayaan
Kerja Pemerintah
hwa Rencana Kerja
jai bersinergi dengan
eperti RPJP Nasional,
@ional 2010-2015, RKP onalf maupun di tingkat Provinsi,
\ i 5—2025, RPJM Provinsi
insi Sulawesi Selatan dan

3 dan RKPD Kabupaten Sinjai

an hasil telaahan terhadap kebijakan nasional
tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti

yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Bab TIT Twjuav Sasaran Program Daw Kegiatan Revja 2022
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Tabel 2

Identifikasi Kebijakan Nasional

NO KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER KETERANGAN
1 Strategi pengembangan destinasi | UU No.1 10 Tahun | Urusan Pilihan:
dan industri pariwisata 2009 tentang | Pariwisata
kepariwisataan
Rencana Indu Urusan pilihan:
Pariwisata
Urusan Pilihan:
Pariwisata
Urusan Pilihan:
ahun 2006 | Pariwisata
entang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
S5 | Destinasi Pariwisata Berkelanjutan | Permen Pariwisata | Urusan Pilihan:
No. 14 tahun 2016 | Periwisata
tentang destinasi
pariwisata
berkelanjutan
e . - ?ab ITIT Tuyuan Sasaran Program Dan Kegiatan Renja 2022
] Disparbud Sivjai




Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke
Wisman mencakup:
1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata

ekologi, dan wisata petualangan.

Wisata__b dari wisata heritage dan
Af@pdan wisata kota dan desa.

ta MICE & event,

nasional
sata dengan bentuk
n pariwisata dalam
site plan,
i destinasi wisata.

epentingan  pariwisata

o 2 -

mbangun | fasilitas iz wasan wisata.
AT e

organisasi pengelola destinasi,
agementorganisation (DMO).

3. Pembangunan Industri Pariwisata

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,

2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta

3. Fasilitasi pengembangan dan  peningkatan  jenjang
keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;

4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang

ramah terhadapwisatawan.

Bab TIT Twjuav Sasaran Program Daw Kegiatan Revja 2022
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4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan
kepariwisataan,

3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah

8. pendidikan kepariwisataan

embangunan bidang
mbangunan bidang

an adalah :

perlindungan cagar

pemanfaatan budaya
= I ’ | ¥ : S
bagai_ . saranapendid s 1si dan pengembangan

o 2

organisasi pengelola cagar

peningkatan promosi museum sebagai

*dukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan
dalam arti luas.

5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar
budaya dan museum.

6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian
tradisional yang hampirpunah.

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan,
pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan
ibu kota kabupaten.

8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan

komunitas seni budaya dimasyarakat.

Bab TIT Twjuav Sasaran Program Daw Kegiatan Revja 2022
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9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil
kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk
pengembangan seni budaya dan perfilman.

10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
bidang seni dan film.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

atau implementasi dari

dihasilkan dalam jangka

Kabupaten Sinjai.
aitu sesuatu yang
s Pariwisata dan
tahunan, sampai
iki keterkaitan satu

| at daerah hingga lima

TaANo

......

dan sasaran jangka
dan Kebudayaan Kabupaten
kKan Tujuan dan Sasaran jangka

apai dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai

1. Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
profesional

Indikator tujuan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
(%)
2. Nilai SAKIP OPD
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dirumuskan 3 (tiga)

sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu :
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1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata, dengan
indikator sasaran sebagai berikut :
1.1. Persentase Peningkatan Kunjungan
Wisatawan
2. Meningkatnya pelestarian budaya daerah , dengan
indikator sasaran sebagai berikut :

SBudaya Daerah

Sasaran jangka

tabel 4.1 sebagai

anan Perangkat Daerah

1 Meningkatkan Persentase 0,64 0,48 0,49 0,50 0,51
kontribusi PAD Kontribusi Sektor % % % % %
sektor Pariwisata
pariwisata terhadap PAD (%)

Meningkatnya Daya Persentase 23% | 25% | 26% | 27% | 28%

Saing Pariwisata Peningkatan 104.4 | 134.5 | 1354 | 1363 | 137.2
Kunjungan 51 16 20 36 65
Wisatawan

Meningkatnya Persentase 51,72 | 79,31 | 82,75 | 93,10 | 100%

Pelestarian Budaya Pelestarian Budaya % % % %

Daerah Daerah (5/2 | 23/ | 24/ | 27/ | (29/2

91100 1 99+1 | 29%1 | 29%1 | 9*100
b1 00y | 00) | 00) | )

Bab TIT Tujuan Sasaran Program Dawn Kegiataon Renja 2022
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Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

2 Meningkatkan Nilai SAKIP OPD B B BB BB BB
tata kelola
pemerintahan
yang baik dan
profesional
Meningkatnya » Persentase 90 90 90 90 95
akuntabilitas kinerja Capaian  Kinerja
Program

dyaan Kabupaten Sinjai
dan RKPD Kabupaten
ari kegiatan rutin dan
1 14 kegiatan dan
'\ " adalah tabel rencana

ata dan kebudayaaan
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Kabupaten Sinjai

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Jumlah
Kode
T
Uraian Sumber Dana Lokasi
T-1 . . Belanja . T+1
< g el a = Belanja Belanja ) Belanja
H g S Q. & i Tidak Jumlah
m S 2 £z Operasi Modal Transfer
=] -2 |30 |58 5 3 Terduga
14=
1|2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |22 URUSAN PEMERINTAH 47.411.200, 0 0 0 47.411.200
7.480.000 0 0 0 7.480.000
|Pelestari Kabupaten/Kota 7.480.000 0 0 0 7.480.000
= Eénmiq'abn Sumber bayaManusia, LembagaA s W A Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 7.480.000| 0 0 0 7.480.000
— e S 1\ > i .,'mmrqq. Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
= r}_ £ ” !\\ i ,’\,“ " Kelurahan
e R T [ b“‘. Vi
NGAN KESENIANS ON 15.406.200 0 0 0 15.406.200
— ™ ST 2 = —
‘yan i€ é Daerah Kabupaten/| 15.406.200 0 0 0 15.406.200
EHE i RN - A
f Tradisional Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 15.406.200 0| 0j 0| 15.406.200
: - = | Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
= S S Kelurahan
RIAN D, 24.525.000 0 0 0 24.525.000
21 agal Bu 24.525.000 0 0 0 24.525.000
5 2.0, ?pm Kab. Sinjai, Semua 24.525.000 0 0 0 24.525.000
. = - ~
J — Kecamatan, Semua
< 5 Rs > Kelurahan
3 S v s =
—— 2 = T S —
N  |%8t, = Py N N N 3.113.159.180 402.580.500 0 0 3.515.739.680
. SN s ¥ S
J \ PEM [NT. . /KOTA 2.827.484.635] 122.580.500 0 0 2.950.065.135
——- \ T | RS 5
13 26 Oiil 2.0}» R ncanaan-%lrgﬁ@g#{k dan Ev. 66.940.400 0 0 0 66.940.400
1 e X" T AN N~
3l 0. 4 “ L n\/u‘sué A Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 41.374.000, 0 0 0 41.374.000
= Do e = Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan

25
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Jumlah

Kode
T
Uraian Sumber Dana Lokasi T1 Selani T4l
- +
[= o S = Belanja Belanja e_ anja Belanja
c S Q =3 . Tidak Jumlah
§ 5 E S g Lo 5 Operasi Modal Terd Transfer
= = erduga
1 ]2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4= 15
(10+11+12+13)
3 |26 |01 |2.01 |07 |EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Sinjai Utara, 25.566.400 0 0| 0| 25.566.400
Dana Alokasi Umum Semua Kelurahan
3 |26 |01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.394.489.140 0| 0 0 2.394.489.140
3 |26 |o1 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Sinjai, Semua 2.308.391.940 0| 0 0 2.308.391.940
Kecamatan, Semua
Kelurahan
Pelaksanaan Penatausah Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 80.509.800 0| 0 0 80.509.800
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
= Kelurahan
Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 5.587.400) (o) 0 0 5.587.400
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
5.500.000| 0| 0 0 5.500.000
dna Transfer Umum- 5.500.000] 0| 0| 0| 5.500.000
Alokasi Umum
Vi > e 178.843.800 0| 0 0 178.843.800
(D z _
~-a Wi ), e SRS
g \.“l;.“ y Gt d P?ﬁnansfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 1.660.000) 0 0 0 1.660.000
25
\‘,” —Daﬁ Alokasi Umum Kecamatan, Semua
-~
\‘ 3 [ Kelurahan
ana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 6.000.000 0 0] 0| 6.000.000
a Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
- |Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 171.183.800 0| 0 0 171.183.800
| Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
2.850.000 122.580.500 0 0 125.430.500
Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 2.850.000 122.580.500 0 0 125.430.500
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan;
Kab. Sinjai, Sinjai Utara,
Biringere
136.633.095 0 0 0 136.633.095
ya Air dan Listrik Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 43.131.495 0| 0 0 43.131.495

Dana Alokasi Umum

Kecamatan, Semua
Kelurahan
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Jumlah

Kode
T
Uraian Sumber Dana Lokasi |
T1 B j T+1
[= o z = Belanja Belanja e, anja Belanja
H s Q. (=) ) Tidak Jumlah
m aQ = o8 Operasi Modal Transfer
£} S3 |58 e Terduga
14=
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
3 |26 |o1 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 93.501.600 0 0 0 93.501.600
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
3 |26 |o1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.228.200) 0 0 0 42.228.200
3 |26 |01 2.09 |02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 38.168.200 0 0 0 38.168.200
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
06 Pemeli Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Sinjai Utara, 4.060.000 0 0 0 4.060.000
BN = Dana Alokasi Umum Biringere
- |PROGRAM PENINGKATAN DA' l | PARIWISAT. \ - 215.767.045| 280.000.000 0 0 495.767.045
= :-‘:‘,, CX > o - A“ >
[Pengelolaan Daya ‘I:a,r'rl;gWisata.Kabupager?/‘“ot > 12.846.000) 0 0 0 12.846.000
ng: __\_ A I'll ana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 12.846.000| 0 0 0 12.846.000
3 na Alokasi Umum Kecamatan, Semua
-y Kelurahan
153.206.650 280.000.000) 0 0 433.206.650
g
| Dana Insentif Daerah; Kab. Sinjai, Sinjai Timur, 153.206.650 280.000.000 0 0 433.206.650
<
| Dana Transfer Umum- Tongke-Tongke;
|C agéAIokasi Umum Kab. Sinjai, Pulau Sembilan,
-
Semua Kelurahan
. »\,,,!11
{ 49.714.395 0 0 0 49.714.395
Ana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 49.714.395 0 0 0 49.714.395
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
69.907.500 0 0 0 69.907.500
wasan Strategis Pariwisata 69.907.500 0 0 0 69.907.500
Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 15.301.300) 0 0 0 15.301.300
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
Dana Transfer Umum- Kab. Sinjai, Semua 54.606.200 0 0 0 54.606.200
Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua
Kelurahan
Rp3.160.570.380 Rp402.580.500 Rp3.563.150.880
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BAB IV
PENUTUP

encana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sinjai tahun 2022 adalah dokumen
perencanaan tahunan yang merupakan landasan
operasional program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022
berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata
bupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan
iperlukan dalam pengambilan keputusan dan
di masa mendatang oleh para pimpinan dan
as Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
1{' peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
ﬁ& Aoy 'I.:"

an datang.
cana Kerja ini disusun dengan harapan dapat
datang.

Sinjai, 1 Oktober 2021
Kepala Dinas Pariwisata dan

NIP.19740509 1993021001



